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Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau PPATS seharusnya melakukan pembacaan dan
penandatanganan Akta Hibah di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dalam waktu yang bersamaan.
Agar aktatersebut tidak menjadi cacat hukum yang dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga
menyebabkan kerugian bagi penerima hibah. Kelalaian atau kesalahan PPAT dalam pelanggaran kewajiban
dan/atau kewenangan dapat menimbulkan kerugian bagi penghadap oleh karenanya PPAT dapat dituntut
pertanggungjawaban dihadapan pihak yang berwenang. Hal ini sebagaimanatercermin pada kasus dalam
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 970 K/PDT/2019. Penelitian ini membahas tentang
akibat Hukum dari Akta Hibah dengan prosedur cacat hukum, tanggung jawab PPATS dalam membuat Akta
Hibah dengan prosedur cacat hukum yang berakibat batalnya sertipikat hak milik, dan perlindungan hukum
bagi penerima hibah akibat akta hibah dengan prosedur cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan
tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini
adalah pembatalan akta hibah yang mengakibatkan pembatalan sertipikat hak milik. Tanggung jawab
PPATS selain diberi sanksi jugatidak menutup kemungkinan dapat digugat oleh pihak yang dirugikan untuk
mengganti rugi materil maupun non materil. Perlunya kerjasama bersinergi antara pemerintah dan PPAT
termasuk IPPAT perlu untuk dapat melaksanakan pembinaan tersebut secara maksimal agar tidak terulang
kasus diatas. Serta perlu prosedur khusus untuk putusan pengadilan yang sudah memutuskan bahwa PPATS
telah melanggar prosedur dan kewajibannya agar otomatis diberikan sanks langsung tanpa harus melakukan
pengaduan terlebih dahulu.

...... The Official Making the Temporary Land Deed or (PPATS) should read and sign the Deed of Grant in
front of the appearers and witnesses at the same time. So that the deed does not become alegal defect that
can be canceled by the court, causing losses to the grantee. Negligence or error of PPAT in violation of
obligations and/or authority can cause harm to the appearer, therefore PPAT can be held accountable before
the authorized party. Thisisreflected in the case in the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 970 K/PDT/2019. This study discusses the legal consequences of the Grant Deed with a
legally flawed procedure, the responsibility of PPATS in making the Grant Deed with alegally flawed
procedure that results in the cancellation of the certificate of ownership, and legal protection for grantees
due to the grant deed with alegally flawed procedure. To answer these problems, a normative juridical
research method with an explanatory typology is used. The result of this research is the cancellation of the
grant deed which results in the cancellation of the certificate of ownership. The responsibility of PPATSin
addition to being sanctioned also does not rule out the possibility of being sued by the aggrieved party for
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material and non-material compensation. The need for synergistic cooperation between the government and
PPAT including IPPAT needs to be able to carry out the guidance to the maximum so that the above case
does not repeat itself. And specia procedures are needed for court decisions that have decided that PPATS
has violated its procedures and obligations so that they will automatically be given direct sanctions without
having to file acomplaint first.



